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PENJABARAI{ PERTAI{GC}UITG.'AWABAN PELAIISAI{AAN
AIYGGARAN PENDAPATAN DAN BELIINJA DAERAII

PROVIITSI SULAWE,SI SELATAN
TAIIUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GT'BERIII'R SULAWESI SEI,ATAN,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2O2O tenta ng
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diperlukan pengaturan lebih
lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurufa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 W. Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 151, tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2lO2) Jurrcto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan dan Daerah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 W. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah
tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
41s0);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 183 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor6398) ;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor



4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan t ayanan Umum Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5751;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentatg Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemeritah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2Ol4 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan T\rgas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2O06 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O15 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

3O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2O18
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2O19
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 6):

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2O19
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2018 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 5);



32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8)

33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73);

34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Ta}r:.l :, 2Ol4
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);

35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 62);

36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 63);

37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penganggaran Pelalsanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 58)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturar Gubernur Nomor l5O
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur sulawesi
Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran
Pelaksanaan dan Penataausahaan Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Prorrinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 Nomor 150);

38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 151 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah 2019
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 nomor
l5l)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah
Provinsi Sulawersi Selatan Tahun 2O19 Nomor 28);

39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawsi
Selatan Tahun 2019 Nomor 59);

40. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungiawaban Bantuan
Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 53);



MEMUTUSKAN

PERATURAIT GUBERNUR TEITTANG PEI{JABARAX
PERTAIT(X}I'NG.'AWABAIY PELAKSAITAAN AIT(X}ARAIT PENDAPATAI{
DAIT BELANJA DAERAH PROVIISI SI'LAWESI SELIITAIT TAIIT'N
AIT(XiARAN 2019.

Pasal 1

l,aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan
I . pendapatan asli daerah
2. dana perimbangan
3. lain-lain pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja
1. belanja tidak langsung
a) belanja pegawai
b) belanja bunga
c) belanja subsidi
d) belanja hibah
e) belanja bantuan sosial
fl belanja bagi hasil
g belanja bantuan keuangan
h) belanja tidak terduga
Jumlah BelanJa Tldak Langsung

2. Belanja Langsung
a) belanja pegawai
b) belanja barang dan jasa
c) belanja modal
Jumlah BelanJa Langsung

Jumlah BelanJa

Surplus/(deftsit)
c. Pembiayaan

1. penerimaan
2. pengeluaran

Jumlah Pemblayaan Netto

Slsa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sebelum Korekcl
Koreksi SILPA
Slra Lebth Pemblayaan Anggaran

r 5.010.020.076,00
1.647 .840.673.651,64

969 .490 .768936_07
R9. 2.632.34L.462.663,7 I
Rp. 9.49 1.447.901.635.93
Rp. 82.462.960.324,77

Rp.
Rp.
Rp.

Rp
(Rp
Rp

89.591.641.881,49
L7.5.27.360.087,OO1
72.064.28L.794,49

Pasal 2

Ringkasan l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam l,ampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran l,aporan Realisasi
Anggaran.

Menetapkan

Rp. 4.138.631.215.914,7O
Rp. 5.388.320.704.592,0O
Rp. 18.017.093.454,00
Rp. 9.573.91O.861.960,70

Rp. 3.22O.96r.579.390,6s
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 1.391.918.320.000,00
Rp. 818.000.000,00
Rp. r.733.2t3.706.105,57
Rp. 512.194.833.476,OO
Rp. 0.00
Rp. 6.859. 106.438.972,22

Rp. 57 .128.681.556,72
Rp. 50.000.000.000.00
Rp. 7.128.681.556,72



Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasil S tercantum daiam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.

Wr.-r.iLo
M. NURDIN ABDULLAH 6

{

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PR SULAWESI SELATAN,
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uE DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 62
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Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2020 t
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